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DUGAAN PENYIMPANGAN KEUANGAN

Usut PD Sulteng!

PALU, MERCUSUAR - Aparat penegak hukum
didesak untuk segera mengusut dan memproses
hukum dugaan penyimpangan dan praktik korupsi
dalam pengelolaan dana Perusahaan Daerah (PD)

Sulteng.

Direktur Perhimpuan Bantuan
Hukum Rakyat (PBHR) Sulteng, Muh
Masykur mengatakan, kucuran dana
yang diberikan oleh Pemerintah

Provinsi (pemrov) Sulteng kepada
PD Sulteng selama ini, harus dite-
lusurialiran penggunaan dan penge-
lolaannya. Apalagi ada pengakuan

dari internal PD Sulteng bahwa
sejumbh danajustru dikelola dengan
menggunakan rekening bank milik
pribadi.

“Kok. Dana daerah pakai rekening
pribadi. Ini ada apa-apanya. Dan
pasti semua orang berfikir negatif.
Apalagi kalau penggunaan dananya
tidak dilaporkan. Ya kalau sudah begi
ni, jelas ada dugaan kesengajaan dan
aparat penegak hukum harus sece-
patnya bertindak,” kata Muh Masy

kur via telepon Rabu malam (9/11).

Sebagai langkah awal membong-
kar praktek penyimpangan di PD
Sulteng kata Masykur, DPRD Provinsi
(Deprov) Sulteng segera
menindaklanjuti hasil temuan di
lapangan, kemudian segera mem-
berikan rekomendasi bukan hanya
kepada Gubernur Sulteng Longki
Djanggola, tapi kepada aparat
penegak hukum baik Jaksa maupun
polisi harus ditindaklanjuti.

“Kalau dugaan awal kami, ini ada
pelanggaran pidananya. Sehingga
bukan hanya ke pak gubernur”
ujarnya.

Khusus kepada Gubernur Sulteng,
Longki Djanggol, Masykur menya-
rankan agar secepatnya memanggil
jajaran PD Sulteng dan segera
memberikan laporan penggunaan
dana. Kemudian Gubernur Longki

Baca USUT di hal.11
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secepatnya mengganti jajaran PD -
Sulteng yang tidak efektif.

“Orang-orang di PD Sulteng,
harusnya tidak hanya mementingkan
kepentingan pribadi atau golongan
tapi harusnya kepentingan yang lebih
besar yakni masyarakat Suleng. Apa-
lagi sekarang saldonya tinggal Rp14
juta. Wah ini hanya merugikan bukan
menguntungkan daerah,” katanya.

Sebelumnya, Direktur Utama PD
Sulteng, Zainal Abduh mengaku unit
usaha PD Sulteng yang kini masih
beroperasi hanya satu unit, yakni PT
Tompotika Travel, yang dikelola
mantan Wakil Ketua DPRD Kota
(Dekot) Arifin Sunusi. Sayangnya,
kata Zainal, PT Tompotika tidak
pernah melaporkan kegiatannya,
bahkan pengoperasiannya menggu-
nakan rekening pribadi.

“Saya sebenamya ditipu sama dia
(Arifin Sunusi). Awalnya PD Sulteng
memberikan modal awal untuk PT
Tompotika sebesar Rp 50 juta. Lalu
dia meminjam dana sebesar Rp 95
juta untuk proyek pengangkutan
pejabat. Katanya, setelah proyeknya
selesai, uangnya dikembalikan. Tapi
sampai sekarang, pembayarannya
belum lunas-lunas,” keluh Zainal
Abduh dihadapan Panja Tindak Lanjut
Temuan BPK DPRD Provinsi
(Deprov) Sulteng yana berkunijung ke
kantor PD Sulteng, kemarin (8/11).

Zainal mengatakan, semua
kegiatan PT Tompotika digerakkan
langsung oleh Arifin Sunusi. Sebagai
unit usaha atau anak perusahaan,
seharusnya PT Tompotika memberi-
kan laporan atau pembagian keun-
tungan kepada PD Sulteng, karena
PD Sulteng memberikan penyertaan
awal. Tapi nyatanya tidak demikian.
“Ketika ditanya, kami ‘dilari-larikan’
(tidak pernah mau bertemu.Red).

Ditelpon saja dia tidak angkat,”
ujarnya.

Terkait dengan kedudukan Arifin
Sunusi sebagai Direktur Utama di unit
usaha PD Sulteng, Zainal Abduh
beranggapan bahwa hal tersebut
menyalahi prosedur yang ada. Menu-
rut dia, surat keputusan (SK) pimpinan
unit usaha PD Sulteng, harus ditanda
tanganinya sebagai Dirut. Namun
yang terjadi pada Arifin Sunusi, SK
pengangkatannya ditandatangani
langsung oleh Gubernur HB Paliudju,
bahkan jabatannya adalah Direktur
Utama, sama persis dengan PD
Sulteng sebagai induk peru
sahaannya.

“Awalnya saya membuatkan SK
untuk Arifin Sunusi, namun suratnya
tertahan di Biro Hukum. Ketika keluar,

ternyata bukan SK yang saya -

tandatangani, tetapi gubernur (HB
Paliudju) yang bertandatangan disitu.
Jadi posisi saya dengan Arifin Sunusi
sama, padahal dia anak perusahaan
saya. Disini letaknya, sehingga
komunikasi PD Sulteng dan PT
Tompotika terputus,” tutur Zainal.

Staf PT Tompotika Travel juga
membenarkan bahwa operasional PT
Tompotika Travel dikendalikan
langsung oleh Arifin Sunusi.

“Dia Direktur Utama, tapi semua
baaian dia ranakap (keriakan)
Bendahara juga ada, tapi semua uang
dia (Arifin) yang pegang,” tutur staf
tersebut kepada Panja.

Anggota Panja, Baso Opu menga-
takan, bila benar operasional PT

Tompotika dijalankan menggunakan .

rekening pribadi, hal tersebut
merupakan perbuatan pidana. Untuk
itu, Panja dalam waktu dekat akan
memanggil Arifin Sunusi dan meminta
penjelasannya terkait hal itu. Panja
juga meminta laporan dari PD Sulteng

sambungan dari hal. 1

terkait operasional awal anak peru-
sahaannya itu. “Itu perbuatan pidana
pak. Tolong dibuatkan laporannya.
Nanti kami juga akan mengundang
Arifin Sunusi;” tutur Baso Opu.

Panja Tindak Lanjut Temuan BPK
Deprov Sulteng yang diketuai As'ad .
Lawali telah menjadwalkan
pemanggilan Arifin. Rencananya,
Arifin akan dihadirkan dalam rapat
Panja pada Kamis (10/11) mendatang.

“lya, nanti kita akan undang Arifin
secara resmi,” kata As'ad diamini
anggota panja lainnya.

Direktur Utama PT Tompotika
Travel, Arifin Sunusi membenarkan
bahwa operasional PT Tompotika
dijalankan menggunakan rekening
pribadinya.

“Itu Betul. Jadi ceritanya begini. -
Waktu (pesawat) Garuda masuk ke
Palu pertamakali, mereka meminta
perusahaan akan membuka rekening
BCA, sehingga travel ini bisa on line
dengan Garuda. Namun karena
waktunya mendesak, maka saya
gunakan rekening BCA saya dulu,”

terang Arifin.
Dia menambahkan, namun saatiini,
pihaknya tengah melakukan

pengalihan. Hanya saja, proses
pengalihan itu butuh waktu.

“Uang pribadi saya sudah tidak ada
lagi di rekening itu. Jadi. uang yana
ada di rekening, semuanya milik
perusahaan,” tuturnya.

Terkait dengan pinjaman Rp 95 juta
dari PD Sulteng, Arifin mengaku telah
membayar, meski secara cicil.
Menurut dia, hutang PT Tompotika
kepada PD Sulteng saat ini tinggal
sekitar Rp 28 juta.

“Setiap saat saya memberi laporan
kepada PD Sulteng. Bahkan hutang
itu kalau tidak salah tinggal Rp 28
juta,” katanya. urvicus




